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ABSTRAK 

Banks, commonly utilized as financial institutions, are often implicated in money laundering activities. The 

majority of these institutions report suspicious transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and 

Analysis Center (PPATK). This study seeks to assess the influence of implementing regulatory technology 

(regtech) and the involvement of Anti Money Laundering (AML) officers in preventing money laundering within 

a bank. Employing explanatory research to test hypotheses, the primary data collection involved a questionnaire 

distributed to 689 AML officers in Indonesia, with a 42.9% response rate from 296 participants. Multivariate 

analysis results indicate that electronic know-your-customer (KYC) lacks significance in preventing money 

laundering. Conversely, transaction monitoring, along with considerations of cost and time, demonstrates a 

positive and significant impact on thwarting money laundering. Additionally, there is a notable positive effect 

between bankers' competency and awareness in preventing money laundering. Both Regulatory Technology and 

bankers play crucial roles in averting money laundering. Notably, research concerning technology and bankers 

in the context of money laundering prevention remains limited in Indonesia. This study contributes valuable 

insights to existing literature on anti-money laundering and the progression of anti-money laundering systems. 
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PENDAHULUAN 

Pencucian uang menjadi kejahatan yang merambah secara global, dimana pencucian 

uang merujuk pada penggunaan uang tunai untuk mempermudah penyatuan dana yang bersifat 

legal dan ilegal, sehingga sumber dana tersebut dapat disembunyikan identitasnya (Adrian 

Sutedi, 2018). Fenomena ini muncul seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional, 

perkembangan sistem keuangan, penurunan hambatan transaksi keuangan, dan mobilitas 

internasional. Diperkirakan bahwa jumlah pencucian uang global dalam setahun mencapai 

sekitar 2-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, namun karena karakteristik uang 

yang tersembunyi, sulit untuk menghitung secara pasti jumlah uang yang melalui proses 

pencucian uang (UNODC, 2022). Pencucian uang melibatkan penggunaan lembaga keuangan 

agar transaksi tersebut tampak aman dan tidak menimbulkan kecurigaan (Suparman, 2019). 
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Di antara berbagai sektor keuangan yang ada, sektor perbankan diidentifikasi sebagai 

yang paling terdampak oleh praktik pencucian uang (Raweh et al., 2017). Pencucian uang juga 

dianggap sebagai salah satu risiko yang harus dihadapi oleh lembaga perbankan 

(Novitiyaningsih & Nasution, 2019). Pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan 

layanan perbankan untuk menyembunyikan asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal, 

dengan maksud melegitimasi kepemilikan dan kontrol atas hasil kejahatan tersebut 

(Novitiyaningsih & Nasution, 2019). Menurut Fitriyani (2021), dua langkah penting dalam 

mengidentifikasi pencucian uang adalah mengenal konsumen dengan prinsip "know your 

customer" (KYC) dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan. 

Situasi semacam ini tentu mendorong kebutuhan bank untuk menggunakan alat dan 

peraturan yang dapat membantu lembaga keuangan, terutama perbankan, dalam memenuhi 

kewajiban regulasi dan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ada. Salah satu alat yang 

dapat digunakan adalah regulasi teknologi, sebuah sub-divisi fintech yang berfokus pada 

pengembangan teknologi untuk mempermudah pemenuhan kewajiban peraturan dengan lebih 

efisien dan efektif (Pratama, et al 2023). Regulasi teknologi berperan membantu lembaga 

keuangan dalam mengotomatisasi dan memenuhi peraturan terkait kewajiban anti pencucian 

uang (Yahya, 2023). 

Petugas Anti Money Laundering (AML) dalam perbankan, yang memiliki peran khusus 

dalam mendeteksi pencucian uang dan menjalankan tugasnya, dikenal sebagai petugas AML. 

Keterlibatan mereka melibatkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), dan mereka berfungsi sebagai sumber informasi awal terkait peraturan, 

kebijakan, tipologi, dan buletin keuangan terkait tindak kejahatan pencucian uang. Menurut 

Latif dan Rahman (2018) dan Viritha & Mariappan (2017), salah satu tantangan yang dihadapi 

adalah kurangnya staf yang ahli, yang dapat menghambat efektivitas implementasi upaya 

pencegahan pencucian uang. Keberadaan staf yang berkompeten memiliki dampak positif 

terhadap efektivitas penerapan strategi anti pencucian uang (Bahrin et al., 2022). Untuk 

menjaga keahlian staf, diperlukan upaya untuk menyediakan sumber daya manusia dengan 

pendidikan yang relevan dan melaksanakan pelatihan, termasuk mengenai teknologi terkini, 

instrumen keuangan baru, peraturan, kebijakan, dan kemampuan untuk mengenali perilaku 

ilegal dalam ekonomi digital (Pratama & Amalia, 2023). 

Sebelumnya, penelitian mengenai regulasi teknologi telah dilaksanakan di sektor 

perbankan di Bahrain, di mana pada saat itu, faktor-faktor utama dalam pencegahan pencucian 

uang melibatkan Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi, serta biaya dan waktu 

(Turki et al., 2020). Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KYC elektronik dalam 

regulasi teknologi tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan pencucian uang 

(Turki et al., 2020). Penelitian ini memasukkan KYC elektronik, pemantauan transaksi dalam 

regulasi teknologi, biaya dan waktu dalam regulasi teknologi, serta kompetensi dan kesadaran 

banker sebagai variabel independen. Penelitian empiris mengenai pencucian uang masih 

terbatas di Indonesia, dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh regulasi 

teknologi dan peran banker dalam upaya mencegah pencucian uang. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menginvestigasi keterkaitan antara Know Your Customer (KYC) 

elektronik, pemantauan transaksi, biaya dan waktu, kompetensi, serta kesadaran sebagai 

variabel independen, sementara pencegahan pencucian uang menjadi variabel dependen. Untuk 

merinci data sampel dan memberikan gambaran umum tentang konsep dasar penelitian, 

statistik deskriptif diadopsi sebagai alat analisis utama, sesuai dengan pendekatan yang 

dijelaskan oleh Cooper & Schindler (2013). Proses pengujian hipotesis dilakukan melalui 

penerapan analisis regresi linier berganda. 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan 

kepada karyawan bank yang memenuhi kriteria sebagai responden anti pencucian uang. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut informasi 

yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (INTRAC/PPATK), 

terdapat sebanyak 689 Petugas Anti Pencucian Uang (AML) di Indonesia. Sejumlah 296 

responden telah mengisi kuesioner, mencapai tingkat respons sebesar 42,9%. Data 

dikumpulkan pada periode September-November 2022 melalui Google Form yang disebar 

kepada petugas anti pencucian uang yang bekerja di sektor perbankan Indonesia. 

Uji Validitas dan Realibilitas 

Penting untuk melakukan uji validitas guna mengukur hubungan antar variabel. Uji 

validitas ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Validitas diukur 

berdasarkan kriteria item-to-item yang setara atau lebih besar dari 0,20, sesuai dengan 

penelitian oleh Duncan et al. (2018). Berikut ini merupakan perhitungan validitas dan 

reliabilitas. 

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variable Item to Item 

Correlation ≥ 𝟎. 𝟐 
Item to Total 

Correlation ≥ 𝟎. 𝟓 
Cronbach 

Alpha 

Remarks 

 Min Max Min Max   

Elektronik KYC 0.372 0.535 0.509 0.638 0.793 Valid & Reliable 

Monitoring Transaksi 0.491 0.694 0.608 0.726 0.869 Valid & Reliable 

Biaya dan waktu 0.359 0.694 0.513 0.659 0.807 Valid & Reliable 

Kompetensi 0.299 0.839 0.620 0.708 0.891 Valid & Reliable 
 0.482 0.656 0.597 0.730 0.863 Valid & Reliable 

Pencegahan Anti 

Pencucian Uang 

0.416 0.656 0.545 0.706 0.830 Valid & Reliable 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat dalam Tabel 1, nilai item-to-item melebihi 

ambang batas 0,20 dan total korelasi melebihi 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item dianggap valid. Selanjutnya, berdasarkan hasil reliabilitas uji Cronbach alpha, seluruh 

variabel menunjukkan nilai Cronbach alpha yang melebihi 0,70 menandakan bahwa reliabilitas 

seluruh variabel telah terpenuhi. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan dalam 

analisis regresi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen yang 

telah digunakan sebelumnya oleh (Turki et al., 2020; Viritha & Mariappan, 2017), serta 

(Zakaria dkk., 2022). 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji SPSS digunakan uji snormalitas metode Kolmogorov-Smirnov 

sama dengan 0,062. Nilai p lebih besar dari alpha (0,05), sehingga dikatakan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 

 

Uji Hipotesis 

Setelah melalui uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dilakukan uji hipotesis 

terhadap data yang telah terkumpul. Hasil Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel 

independen yang berada di bawah nilai 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas dalam model. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

p-value untuk seluruh variabel > 0,05, menandakan tidak ada tingkat signifikansi yang cukup 

untuk menyatakan adanya heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan hasil tersebut, 

dilanjutkan dengan uji regresi yang menghasilkan data sebagai berikut: 

Tabel 2. Uji Hipotesis 

Model Unstandarized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Standard Error Beta   

(Constant) -175 0.914  -191 0.848 

Elektronik KYC 0.009 0.054 0.009 0.168 0.866 

Monitoring 

Transaksi 

0.252 0.060 0.246 4.211 0.000 

Biaya dan Waktu 0.241 0.055 0.242 4.363 0.000 

Kompetensi 0.137 0.037 0.209 3.689 0.000 

Kesadaran 0.232 0.058 0.224 4.015 0.000 

 

 

 
Elektronik KYC 

Sumber : Data Primer yang diolah 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel 

elektronik KYC (X1) sebesar 0,168 dengan p-value sebesar 0,866. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa variabel elektronik KYC (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Temuan ini konsisten dengan penelitian Turki dan 

rekan-rekannya (2020) di Bahrain, yang menyatakan bahwa implementasi elektronik KYC 

terhadap regulasi teknologi tidak berdampak signifikan dalam mencegah pencucian uang. Hal 
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ini menunjukkan bahwa pegawai bank yang memahami konsep tersebut berpendapat bahwa 

proses KYC non-elektronik masih efektif dalam upaya pencegahan pencucian uang, sementara 

pemahaman terhadap manfaat teknologi elektronik KYC dalam mendukung pencegahan 

pencucian uang masih belum maksimal (Lootsma, 2017). 

Hingga saat ini, penerapan elektronik KYC di Indonesia masih belum mencapai tingkat 

optimal. Perbankan di negara ini belum sepenuhnya mengadopsi elektronik KYC karena masih 

memberikan izin untuk melaksanakan proses KYC secara manual. Meskipun demikian, proses 

KYC manual memiliki kekurangan, seperti keberadaan kolom wajib yang harus diisi tanpa 

selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakakuratan 

dalam profil pelanggan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada proses identifikasi di masa 

mendatang. Selanjutnya, berdasarkan data dalam Tabel 1, terlihat bahwa nilai t hitung untuk 

variabel pemantauan transaksi (X2) mencapai 4,211 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, 

pemantauan transaksi (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan 

Pencucian Uang (Y). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Turki et 

al (2020), yang menunjukkan bahwa Regulasi Teknologi berperan dalam memantau transaksi 

dengan memanfaatkan analisis data real-time yang canggih (Anagnostopoulos, 2018). 

 

Pemantauan Transaksi 

Balooni (2021) mengemukakan bahwa pemantauan transaksi membantu mendeteksi 

aktivitas transaksi yang tidak wajar di dalam transaksi nasabah, suatu tugas yang memberikan 

keuntungan pada bank yang menghadapi jutaan transaksi harian (Turki et al., 2020). Saat ini, 

volume transaksi yang dihasilkan oleh bank umum telah mencapai ratusan juta transaksi, dan 

perkiraan ini cenderung terus bertambah, sebagaimana tercermin dalam pencapaian Bank 

Mandiri yang mencatatkan 118 juta transaksi hingga Juli 2022, serta Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) yang melaporkan 726,4 juta transaksi digital pada bulan Juni 2022 (Anggraeni, 2022; 

Hutauruk, 2022). Selain itu, jumlah transaksi keuangan di lembaga perbankan dapat mengalami 

peningkatan signifikan pada momen-momen tertentu, seperti saat pelaksanaan pemilihan 

umum (pemilu). Contohnya, pada pemilu tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan 

dalam jumlah transaksi, terutama transaksi keuangan tunai (Rastika, 2014). Pada pemilu 

serentak tahun 2019, tercatat peningkatan yang mencolok dalam volume transaksi (PPATK, 

2018). 

Biaya dan Waktu 

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai t hitung untuk variabel Biaya 

& Waktu (X3) sebesar 4,363 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, Biaya & Waktu (X3) 

memiliki dampak positif terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Temuan ini sejalan dengan 

hasil penelitian Turki dan rekan-rekannya (2020), yang menyimpulkan bahwa regulasi 

teknologi mampu membantu bank dalam menerapkan tindakan pencegahan pencucian uang 

dengan lebih cepat dan efisien. Kecepatan dan efisiensi tersebut merupakan keuntungan yang 
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diperoleh dari implementasi regulasi teknologi dalam upaya pencegahan pencucian uang 

(Tennant, 2017). 

 

Laporan yang diberikan oleh bank kepada regulator, seperti Bank Indonesia dalam hal 

ini, memiliki batasan waktu yang harus diindahkan. Setiap keterlambatan dalam penyampaian 

laporan oleh bank dapat berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. Karena menjaga reputasi merupakan aspek penting dalam dunia bisnis, bank akan 

berupaya secara maksimal untuk mematuhi setiap kewajiban yang ditetapkan oleh regulator. 

Sebagai contoh, dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan, bank diharuskan untuk 

menyampaikannya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mengetahui adanya indikasi yang 

mencurigakan. Tanpa adanya sistem yang dapat membantu menghasilkan laporan dengan 

cepat, bank mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu yang telah 

ditetapkan. Regulasi teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi potensi 

tindakan pencucian uang secara real-time dan mengurangi risiko yang terkait (Turki et al., 

2020). 

Kompetensi 

Tabel 2 menggambarkan nilai t hitung untuk variabel Kompetensi (X4) yang mencapai 

3,689, dengan p-value sebesar 0,000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi 

(X4) memiliki dampak positif terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Kompetensi 

memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi aktivitas pencucian uang, dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh bank bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf dalam 

mendeteksi tindakan pencucian uang secara berkesinambungan. Temuan hipotesis ini sejalan 

dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang terdokumentasi dalam karya-karya seperti 

Ahmad Tarmizi, Zolkaflil, dkk. (2022), Bahrin dkk. (2022 

Kejahatan pencucian uang terus mengalami evolusi dalam metode dan tipologinya, oleh 

karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan bank, 

khususnya Petugas AML, melalui pelatihan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 61, terdapat keharusan untuk menyelenggarakan pelatihan 

secara berkelanjutan bagi pegawai lembaga keuangan terkait dengan aspek-aspek seperti 

ketentuan, teknik, metode, tipologi, dan kebijakan serta prosedur Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Meskipun ada kewajiban yang ditetapkan dalam 

peraturan, tanggapan dari sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka umumnya 

hanya mengikuti pelatihan sebanyak 1-5 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga ada 

kebutuhan untuk meningkatkan frekuensinya. Hal ini menjadi lebih penting mengingat 

tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan transaksi digital dan 

penggunaan cryptocurrency yang semakin meluas. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek 

deteksi pencucian uang serta pemahaman terhadap proses bisnis di berbagai industri, sehingga 

semua karyawan bank, terutama Petugas AML, dapat memahami dinamika baru yang muncul 

dalam industri, seperti pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dan lain sebagainya. 



Pratama, et. al. Vol 2, No. 2, Oktober 2023 101  

 
 

Kesadaran 

Tabel 2 memperlihatkan nilai t hitung untuk variabel Kesadaran (X5) sebesar 4,015, 

dengan p-value sebesar 0,000. Ini menandakan bahwa Kesadaran (X5) memiliki dampak positif 

terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dujovski & Mojsoska (2019), Viritha & Mariappan (2017), serta Zakaria et al 

(2022). Kesadaran dianggap sebagai suatu alat pencegahan yang digunakan untuk mengungkap 

kejahatan dan mempersiapkan diri menghadapi kejahatan, yang pada akhirnya membantu 

mengurangi tingkat kejahatan (Magalla, 2017). Barokah & Pratama, (2023) juga 

mengemukakan bahwa pegawai bank perlu mengintegrasikan tugas sehari-hari mereka dengan 

memastikan kepatuhan serta meningkatkan tanggung jawab terkait risiko dan kesadaran. 

 

KESIMPULAN 

Ancaman pencucian uang merupakan suatu risiko yang nyata bagi bank, terutama 

dengan meningkatnya jumlah transaksi dan semakin kompleksnya sifat transaksi tersebut. 

Semakin banyaknya transaksi, bank dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin 

beragam. Penerapan peraturan teknologi dan penguatan peran para pegawai bank dapat 

menjadi langkah efektif dalam mencegah terjadinya transaksi pencucian uang. Keberadaan 

regulasi teknologi membawa manfaat signifikan dalam mendukung pemantauan transaksi 

konsumen. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai masukan berharga 

bagi regulator dan lembaga perbankan, mendorong mereka untuk mengadopsi regulasi 

teknologi dan melaksanakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan 

kesadaran seluruh staf di bank. Dalam kerangka Regim Anti Pencucian Uang, kolaborasi antara 

berbagai pihak menjadi esensial untuk terus bekerja sama dalam upaya pencegahan pencucian 

uang. Mungkin pada penelitian selanjutnya, variabel tambahan dapat dimasukkan untuk 

memahami pengaruhnya terhadap pencegahan pencucian uang dengan lebih mendalam. 

 
 

SARAN 

 
Penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi perbankan, nasabah dan karyawan 

bank. Hasil temuan menyarankan bank atau lembaga keuangan melakukan penerapan 

peraturan teknologi dan penguatan peran para pegawai bank dapat menjadi langkah efektif 

dalam mencegah terjadinya transaksi pencucian uang. Keberadaan regulasi teknologi 

membawa manfaat signifikan dalam mendukung pemantauan transaksi. Untuk penelitian 

selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah responden atau mengeksplorasi faktor- 

faktor yang dapat meminimalisir pencegahan pencucian uang di sektor industri keuangan. 
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